BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, taat pada Peraturan Perundang-Undangan, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe sebagai lembaga penyelenggara pemerintahanan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penerapan Sistem Pemerintah Intern Pemerintah (SPIP). 
Agar Sistem Pengendalian Intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu Rencana Tindak Pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di Lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Besih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;


4. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;
5. Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe;
6. Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

C. Maksud dan Tujuan
Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan resiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengkomunikasian dan pemantauan  pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan  rencana  tindak   pengendalian  atas  pelaksanaan tugas  pokok Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe sehingga diharapkan dapat memperoleh  keyakinan memadai bahwa tujuan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe yang telah ditetapkan dapat tercapai.
Rencana Tindak  Pengendalian  dimaksudkan  untuk  memberikan  acuan bagi pimpinan dan  para pegawai  di  Lingkungan  Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah  kegagalan/penyimpangan  dan/atau   mempercepat  keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe.
 


D. Ruang Lingkup
Rencana Tindak  Pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata  Kota Lhokseumawe. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkatan manajemen, pegawai, dan  unit  kerja di  Lingkungan  Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata  Kota Lhokseumawe. Realisasi atas rencana  tindak pengendalian diharapkan dalam Tahun 2019.


















BAB II
SEKILAS TENTANG SPIP

A. Pengertian
Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses integral pada tingkatan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
Definisi SPI dan SPIP diatas dipahami oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan pariwisata  Kota Lhokseumawe sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/daerah, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, menaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektifitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya yang diamanatkan kepada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe.




B. Tujuan SPIP
Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,  pengamanan aset negara/daerah dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

C. Unsur-Unsur SPIP
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, meliputi beberapa unsur yaitu :
1. Lingkungan Pengendalian
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe wajib memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:
a. 	penegakan integritas dan nilai etika;
b. 	komitmen terhadap kompetensi;
c. 	kepemimpinan yang kondusif;
d.	pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
e. 	pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang  tepat; 
f. 	penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; 
g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
h. 	hubungan kerja yg baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian Resiko
Penilaian resiko merupakan salah satu unsur dalam penyelenggaraan SPIP yang harus dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe agar pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan meminimal resiko yang akan timbul melalui kegiatan identifikasi dini terhadap resiko. Pelaksanaan penilaian resiko ini pada akhirnya akan berdampak pada optimalisasi pencapaian tujuan, misi serta visi Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah dituangkan dalam RPJMD Kota Lhokseumawe periode 2017-2022.
Selain itu penilaian resiko ini merupakan bagian integral dari Sistem Penyelenggaraan Intern Pemerintah yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 khususnya Bidang Aparatur Negara dengan target pencapaian peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mencapai level 3 pada Tahun 2019. Untuk mencapai target tersebut maka Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe perlu melakukan pengembangan terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Lhokseumawe sejak tahap awal di Lingkungan kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe melalui pelaksanaan kegiatan penilaian resiko.

3. Aktivitas Pengendalian
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe selaku lembaga pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata  Kota Lhokseumawe.
Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud diatas sekurang-kurangnya memiliki karakteristik yaitu kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah; kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian resiko; kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah, kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis; prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan, dan kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.
Kegiatan pengendalian terdiri dari beberapa hal yaitu :
a. Reviu atas kinerja Inspektorat sendiri;
b. Pembinaan sumber daya manusia/APIP;
c. Pengendalian atas pengelolaan Sistem Informasi;
d. Pengendalian fisik atas aset;
e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
f. Pemisahan fungsi;
g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian  penting;
h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting

4. Informasi dan Komunikasi
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas Pemuda, olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe  dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola dan mengendalikan kegiatan di lingkungan kerja Dinas Pemuda, olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe.  
Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada seluruh pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung jawabnya termasuk pemahaman yang berkaitan dengan pengendalian  intern. 

5. Pemantauan Berkelanjutan
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe selaku lembaga pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi audit dan reviu lainnya.
Pemantauan atas pengendalian intern di Lingkungan lnspektorat Kota Lhokseumawe pada dasarnya dilaksanakan untuk memastikan apakah Sistem Pengendalian Intern  pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan  yang perlu  dilakukan  telah  dilaksanakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.
















BAB III
LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN
A. Tujuan Umum
Unsur lingkungan pengendalian merupakan pondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektifitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan.
Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivltas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian   yang baik/buruk    menentukan   keberhasilan/kegagalan penerapan   unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu,  secara umum  pembangunan  lingkungan pengendalian  bertujuan  untuk  menciptakan  "atmosfir"   yang kondusif  yang mendorong terimplementasinya  sistem  pengendalian Intern  secara efektif  di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

B. Tujuan Khusus
Tujuan khusus penyusunan RTP dalam rangka pencapaian Maturitas SPIP Level 3 Pemerintah Kota Lhokseumawe.

C. Rencana Perbaikan 
Terhadap kelemahan lingkungan pengendalian yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut :



	No.
	Sub Unsur
	Rencana Perbaikan

	1.
	Penegakan Integritas dan Nilai Etika
	1.
	Menyusun/menetapkan aturan perilaku tingkat OPD

	
	
	2.
	Membuat dan menandatangani Pakta Integritas bagi seluruh ASN

	
	
	3.
	Monitoring atas penerapan Pakta Integritas

	2.
	Komitmen terhadap Kompetensi
	1.
	Menyusun/menerbitkan Perbub/Perwal tentang kompetensi ASN.

	
	
	2.
	Menyusun Peta Kompetensi ASN

	
	
	3.
	Melakukan evaluasi atas kompetensi  ASN

	3.
	Kepemimpinan yang Kondusif
	1.
	Evaluasi atas kompetensi masing-masing Pejabat Struktural

	
	
	2.
	Penyusunan resiko atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Pejabat Struktural yang bertanggung jawab

	4.
	Struktur Organisasi sesuai Kebutuhan
	1.
	Melakukan evaluasi terhadap struktur organisasi yang telah disusun

	
	
	2.
	Evaluasi internal terhadap capaian kinerja OPD

	
	
	3.
	Penyusunan peta proses bisnis OPD

	5.
	Delegasi Wewenang dan Tanggung Jawab
	1.
	Menyusun/Menetapkan Perbub tentang pendelegasian

	
	
	2.
	Penyusunan SOP tentang pendelegasian wewenang

	
	
	3.
	Membuat laporan pendelegasian wewenang

	
	
	4.
	Verifikasi dan pengujian batas kewenangan

	6.
	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM
	1.
	Menyusun/menetapkan  Perbub tentang pembinaan SDM mulai dari rekrutmen sampai dengan pemberhentian ASN.

	
	
	2. 
	Perencanaan pengembangan SDM secara memadai

	
	
	3.
	Pengusulan anggaran pengembangan SDM secara memadai

	
	
	4.
	Melaksanakan evaluasi kinerja secara periodik

	7.
	Peran APIP terhadap Efektifitas SPIP
	1.
	Perlunya melakukan reviu atas efisiensi/efektifitas secara periodik

	
	
	2.
	Auditor melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya

	8.
	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait
	1.
	Melaksanakan koordinasi sesuai kebutuhan

	
	
	2. 
	Melakukan kerjasama dengan pihak eksternal








BAB IV
PENGENDALIAN TINGKAT UNIT KERJA

A. Pernyataan Tujuan
Penyelenggaraan SPIP dimakasudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Rencana Tindak Pengendalian Dinas Pemuda, olahraga dan Pariwisata  Kota Lhokseumawe  Tahun 2019 disusun dengan mempertimbangkan tujuan yang terdapat dalam dokumen Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe Periode 2017-2022.

B. Risiko-Risiko
Berdasarkan hasil penilaian resiko atas resiko yang mengancam pencapaian tujuan, terdapat resiko-resiko yang menjadi prioritas untuk ditangani. Resiko-resiko dimaksud meliputi resiko yang teridentifikasi berdasarkan permasalahan yang ditemukan oleh Unit Kerja dan resiko yang teridentifkasi melalui diskusi manajemen, yaitu :
1. Aktifitas Perkantoran tidak berjalan sesuai SOP, sehingga pelayanan tidak berjalan  maksimal;
2. Tidak lancarnya surat-menyurat pada intansi, sehingga pelaksanaan administrasi perkantoran terhambat;
3. Kurangnya peserta yang mengikuti pelatihan dasar kepemimpinan,  maka terdapat banyak pemuda yang belum memiliki jiwa kepemimpinan;
4. Belum terwakili paskibraka kota lhokseumawe ke tinggkat nasional, sehingga nama kota lhokseumawe tidak muncul dalam hal paskibraka;
5. Kurangnya jumlah penghargaan yang diberikan pemirintah bagi yang berprestasi, sehingga banyak pemuda yang enggan mengikuti Event-even olahraga;
6. Belum terbinanya dengan baik 11 cabang olahraga binaan disporapar,  sehingga prestasi untuk kota lhokseumawe belum tercapai;
7. Tertundanya pengadaan peralatan cabang olahraga unggulan daerah, sehingga para atlet cabang olahraga unggulan tidak meraih prestasi yang baik;
8. Tertundanya pelaksanaan turnamen bola kaki usia dini se kota lhokseumawe, sehingga proses sleksi club usia dini tidak sesuai harapan;
9. Sarana dan prasarana tempat wisata belum memadai, sehingga pengunjung / wisatawan enggan berkunjung;
10. Tempat wisata tidak mengalami perkembangan, sehingga keindahan dan daya tarik tempat wisata tidak berkembang.

	No.
	Kriteria Kemungkinan
	Definisi Kriteria Kemungkinan
	Skala Nilai

	1.
	Jarang Sekali
	Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan
	1

	
	
	Probalitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol
	

	
	
	Mungkin, terjadi sekali dalam 25 tahun
	

	2.
	Jarang
	Probalitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi
	2

	
	
	Mungkin terjadi sekali dalam 10 tahun
	

	3.
	Sering
	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50
	3

	
	
	Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun
	

	4.
	Sangat Sering
	Kemungkinan terjadi >50%
	4

	
	
	Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun
	



Kriteria dan skala dampak terhadap resiko yang akan terjadi.
	No.
	Kriteria Dampak
	Definisi Kriteria Dampak
	Skala Nilai

	1.
	Rendah Sekali
	Cukup mengganggu jalannya pelayanan
	1

	
	
	Menimbulkan kerusakan kecil
	

	
	
	Kerugian di atas Rp.25.000.000,- sampai dengan Rp.100.000.000,-
	

	
	
	Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.100.000.000,-
	

	
	
	Mengganggu pencapaian tujuan organisasi meskipun tidak signifikan
	

	
	
	Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala lokal (telah masuk dalam pemberitaan media lokal)
	

	
	
	Adanya kerusakan kecil terhadap lingkungan
	

	2.
	Rendah
	Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan
	2

	
	
	Adanya kekerasan, ancaman, dan menimbulkan kerusakan yang serius
	

	
	
	Kerugian yang terjadi diatas Rp.100.000.000,- sampai dengan Rp.500.000.000,-
	

	
	
	Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.500.000.000
	

	
	
	Mengganggu pencapaian tujuan organisasi secara signifikan
	

	
	
	Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala nasional (telah termasuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)
	

	
	
	Adanya kerusakan cukup besar terhadap lingkungan
	




	No.
	Kriteria Dampak
	Definisi Kriteria Dampak
	Skala Nilai

	3.
	Tinggi
	Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 (satu) minggu
	3

	
	
	Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius dan membutuhkan perbaikan yang cukup lama
	

	
	
	Kerugian yang terjadi di atas Rp.500.000.000,- sampai dengan Rp.1.000.000.000,-
	

	
	
	Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.1.000.000.000,-
	

	
	
	Sebagian tujuan organisasi gagal dilaksanakan
	

	
	
	Merusak citra institusi dalam skala nasional (telah termasuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)
	

	
	
	Adanya kerusakan besar terhadap lingkungan
	

	4.
	Tinggi Sekali
	Terganggunya pelayanan lebih dari 1 (satu) minggu
	4

	
	
	Kerusakan fatal
	

	
	
	Kerugian yang terjadi di atas Rp.1.000.000.000,-
	

	
	
	Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.2.000.000.000,-
	

	
	
	Sebagian besar tujuan organisasi gagal dilaksanakan
	

	
	
	Merusak citra institusi dalam skala nasional, penggantian pucuk pimpinan Instansi secara mendadak
	

	
	
	Terjadinya KKN dan diproses secara hukum
	





C. Pengendalian Terpasang
Sampai saat ini, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe telah membangun berbagai pengendalian. Beberapa pengendalian dinilai telah efektif namun beberapa lainnya masih kurang/tidak efektif mengatasi resiko dalam upaya pencapaian tujuan. Pengendalian yang telah terpasang antara lain adalah sebagai berikut :
1.  Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe             
2.  Urjab dan Anjab Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe
3.  DPA OPD                             
4.  PP Nomor 11 tahun 2017
5. Struktur Organisasi sesuai Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 28 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe;
6. Pengkomunikasian Struktur Organisasi;

D. Pengendalian yang Masih Dibutuhkan
Dalam rangka meningkatkan efektifitas penanganan resiko, beberapa kegiatan pengendalian yang telah ada perlu ditingkatkan dan beberapa kegiatan pengendalian baru perlu dibangun. Pembangunan kegiatan pengendalian didasarkan kepada upaya untuk mengurangi kemungkinan munculnya penyebab resiko dan upaya untuk mengurangi dampak apabila resiko benar-benar terjadi. Sebagian kegiatan pengendalian yang dibangun didasarkan kepada rekomendasi pihak auditor.
Kegiatan pengendalian yang masih perlu dibangun adalah sebagai berikut :
1. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan;
2. Melakukan pengendalian data secara berkala;
3.  Melaksanakan rapat kerja secara berkala dan meningkatkan kapasitas anggota FPK;
4. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Instansi terkait;









































BAB V
IMPLEMENTASI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai dengan pencapaian tujuan yang terdapat dalam dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lhokseumawe periode 2017-2022 dan dikomunikasikan dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lhokseumawe melalui WA Group dan rapat rutin OPD.



















BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi resiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi :
1. Pemantauan Berkelanjutan
Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lhokseumawe membangun dan melaksanakan pemantauan berkelanjutan dengan melakukan :
a. Pemantauan terhadap proses pelaksanaan kegiatan;
b. Pemantauan terhadap pelaksanaan program; dan
c. Pemantauan terhadap tindak lanjut dari pelaksanaan program.
Pemantauan berkelanjutan atas pengendalian tertuang dan terintegrasi dalam kebijakan dan prosedur pengendalian.
2. Evaluasi Terpisah
Evaluasi terpisah bertujuan meyakinkan apakah pengendalian intern yang telah terpasang telah berjalan efektif.
3. Pelaksanaan Tindak Lanjut
Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lhokseumawe yaitu setiap rekomendasi dari hasil evaluasi harus ditindaklanjuti.
4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP
Setiap Perangkat Daerah harus memberikan laporan atas pelaksanaan SPIP sesuai dengan Rencana Tindak Pengendalian yang disusun sesuai tanggung jawabnya secara berkala kepada Tim Satgas SPIP Kota Lhokseumawe. Hasil pemantauan Tim Satgas SPIP untuk kemudian dilaporkan kepada Walikota Lhokseumawe.

BAB VII
PENUTUP

Demikian Rencana Tindak Pengendalian SPIP ini dibuat, agar dapat di pergunakan sebagai pedoman dalam rangka peningkatan pencapaian Maturitas SPIP Level 3 Kota Lhokseumawe.
Dokumen RTP akan ditinjau dan dievaluasi untuk menjaga kesesuaiannya dengan kondisi dan perubahan yang terjadi. Pedoman ini akan disesuaikan dan diperbaiki sesuai kebutuhan, terutama jika perkembangan penyelenggaraan SPIP memiliki pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan bimtek di lapangan.
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